
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagairnana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahan 
Kcdua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

l 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Pcrundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204); 

3. Undang-Undang Nornor 28 Tah'un 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tal1u11 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tuhun 2004 tentang Pcrimbangan 
Keuangan Daerah antara Pcrncrintah Pusat dan Pernerintah 
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor ·126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 
Nomor 4438); 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pcmbentukan 
Dacrah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822; 

Mengingat 

b. bahwa untuk maksud terscbut pada huruf a diatas, maka perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar. 

l\llenimbang : a. bahwa dalarn rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 88 ayat (4) 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 20 IO tentang 
Pajak Dacrah Kota Makassar, maka dipandang perlu ditetapkan 
Tata Cara Pernbayaran dan Penyetoran Pajak Restoran atas 
Pengadaan Makan Minum Saruan Kerja Perangkat Daerah. 

WALIKOTA MAKASSAR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK RESTORAN ATAS 
PENGADAAN MAKAN MINUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

[ SALINAN 
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Dalam Peraturan Walikota ini, yang dirnaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kola Makassar; 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Pcrangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Kota Makassar; 
3. Walikota adalah Walikota Makassar; 
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kota Makassar; 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Makassar; 
6. Restoran adalah fasilitas pcnyedia makanan dan/atau minuman dengan 

dipungut bayaran, yang mencakup juga rurnah makan, kafetaria, kantin, 
warung, bar, dan sejcnisnya termasuk jasa boga/katering; 

7. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran; 
8. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan rneliputi pcmbayar pajak, 

pemotong pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 

9. Surat Pcmberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah 
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ 
pernbayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta 
dan kewajiban scsuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
Pcrpajakan Daerah; 

10. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah 
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota; 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Makassar dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Makassar dan DPRD Kota Makassar, 
dan ditctapkan dengan peraruran Daerah Kota Makassar; 

12. Satuan Kerja Pcrangkat Daerah sclanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat 
Kola Makassar selaku Pcngguna Anggaran/ Pengguna Barang; 

13. Surat Pcrrnintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab alas 
peiaksanaan kegiatan/ bcndahara pcngeluaran untuk mengajukan permintaan 
pernbayaran; 

14. Surat Perintah Mernbayar sclanjudnya disingkal SPM adalah dokumen yang 
digunakarr/ diterbitkan olch pengguna anggaran/ kuasa pengguna angggaran 

Pasal 1 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG TATA CARA 
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK RESTORAN ATAS 
PENGADAAN MAKAN MINUM SATUAN KERJA PERANGKAT 
DAERAH. 

MEMUTUSKAN 

16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tcntan 
Pajak Dacrah Kota Makassar (Lernbaran Daerah Kota Makassa 
Nomor 3 Tahun 2010) sebagairnana telah diubah dcnga 
Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2012 tentan 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 
Tahun 2010 tcntang Pajak Daerah Kota Makassar [Lembara 
Daerah Kota Makassar Nornor 2 Tahun 2012). 

Makassar [Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Noma 
7· 
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15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota 
Makassar [Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 
2009) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tcntang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tentang 
Pembcntukan clan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota 

14. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Daerah Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 31); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengclolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah tcrakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Da!am Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Pemcrintah Nomor 91 Tahun 2010 ten tang Jenis 
Pajak Dacrah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 
Daerah atau Dibayar Sendiri Olch Wajib Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 

11. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pcmerintah, Pernerintah Daerah 
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaterr/Kota [Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pcmerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437); 

9. Peraruran Pernerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam 
wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 193); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan 
Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten­ 
Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adrninistras 
Pcmerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesaia Tahu: 
2014 Nornor 292, Tambahan Lernbaran Negara Republi 
Indonesia Nomor 5601); 

Pcmenntahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesi 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Rcpubli 
Indonesia Nomor 5679); 
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Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KAM 

SEKRETARlAT DABRAH KOTA MAKASSAR, 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR, 

Diundangkan di Makassar 

MOH. RAMDHAN POMANTO 

WALIKOTA MAKASSAR, 

Ditetapkan di Makassar 

Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kola Makassar. 

Peraturan Walikota ini mulai bcrlaku sejak tanggal diundangkan. 

Pasal 4 

(2) Pajak Restoran disctorkan ke Bcndahara Penerima Dispenda atau tempat yang 
telah ditentukan dalam waktu 1 x 24 Jam. 

(1) Untuk kegiatan Pembelian Makan Minum yang bersumber dari APBD pada 
masing-masing SKPD melalui belanja langsung mekanisme pembayaran pajak 
rcstoran melalui bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD pada saat 
mengajukan SPP dan SPM dcngan melampirkan SSPD; 

Pasal 3 
Mekanisme Penyetoran 

(2) Pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak dcngan menggunakan SPTPD; 

(3) Setiap pernbayaran pajak diberikan bukti berupa berupa SSPD. 

(1) Pembayaran pajak dilakukan pada Dispenda atau tempat lain yang ditentukan 
oleh Dispenda; 

Pasal 2 
Tempat Pembayaran 

pada tanggal 21 Agustus 2015

TTD

IBRAHIM SALEH

TTD

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 51

pada tanggal 21 Agustus 2015

untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-
SKPD.


